KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 39 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DESA TANGGULUN, CIBEET, DUKUH DAN NEGLASARI KECAMATAN IBUN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN BANDUNG

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

a.

bahwa sehubungan adanya beberapa anggota PPS dari Desa Tanggulun,
Cibeet, Dukuh dan Neglasari Kecamatan Ibun tidak bisa memenuhi
persyaratan sebagai anggota PPS, perlu dilakukan pengangkatan anggota
PPS pengganti guna kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten
Bandung;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota PPS dari Desa Tanggulun,
Cibeet, Dukuh dan Neglasari Kecamatan Ibun dalam Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan
Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49
Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4865);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata
Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Keja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota.

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman
Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan
Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009
tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan,
Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan
Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilhan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor
02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemutakhiran
Data Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor
16/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia
Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 di Kabupaten Bandung.

3. Berita Acara Panitia Pemilihan Kecamatan Ibun tanggal 01 Desember 2012
perihal pergantian beberapa anggota PPS di Kecamatan Ibun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DESA TANGGULUN, CIBEET, DUKUH DAN NEGLASARI KECAMATAN
IBUN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT
TAHUN 2013 DI KABUPATEN BANDUNG
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KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Memberhentikan dengan hormat anggota PPS yang namanya tersebut dalam lajur
2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3 lampiran Keputusan ini,
disertai dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah
diberikan selama memangku jabatan tersebut.

Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana
tersebut dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.

Dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya anggota PPS
berdasarkan kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung
Nomor 16/Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal l(f Desember 2012

'%‘%Qf:\‘ KETUA
] ,.7

=
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG
24 /Kpts/KPU-Kab.011.329047/2012

Desember 2012
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

NOMOR :
TANGGAL : !
TENTANG

DESA TANGGULUN, CIBEET, DUKUH DAN NEGLASARI KECAMATAN IBUN DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013 DI
KABUPATEN BANDUNG

A. DESA TANGGULUN

No. NAMA

JABATAN

LAMA

BARU

KETERANGAN

1 2

3

4

5

1. | U. SUFIANA

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Tidak memenuhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

2. | MAMAN TARIES

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Tidak memenuhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

3. | ASEPS

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Tidak memenuhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

4, | ASEP KUSNADI

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

5. | ACENG TARMAN

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

6. | ASEP MULYANA

Anggota PPS Desa
Tanggulun

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

B. DESA CIBEET

No. NAMA

JABATAN

LAMA

BARU

KETERANGAN

2

—

3

4

5

1. | HAMIM

Anggota PPS Desa
Cibeet

Tidak memenuhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

2. | NANDANG

Anggota PPS Desa
Cibeet

Tidak memenubhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

3. | O. BASARI

Anggota PPS Desa
Cibeet

Tidak memenuhi
persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS

4. | JAKFAR SODIK

Anggota PPS Desa
Cibeet

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

5. | AEP YANA JUHANA

Anggota PPS Desa
Cibeet

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

6. | RUDI PURNOMO

Anggota PPS Desa
Cibeet

Sebagai anggota PPS
pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun
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C. DESA DUKUH

JABATAN
No. NAMA LAMA BARU KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. | UDIN Anggota PPS Desa == Tidak memenuhi
Dukuh persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS
2. | SOPIADIN MUHAMAD . Anggota PPS Desa Sebagai anggota PPS
DIDIN Dukuh pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun
D. DESA NEGLASARI
JABATAN
No. NAMA LAMA BARU KETERANGAN
1 2 3 4 5
1. | USEP RUHIYAT Anggota PPS Desa Tidak memenuhi
Neglasari persyaratan administrasi
sebagai anggota PPS
2. | ATEP === Anggota PPS Desa | Sebagai anggota PPS
Neglasari pengganti sesuai hasil
seleksi PPK Kecamatan Ibun

¢
= OSIN PERMANA, MAg. %~

j di h. kpu. go. i d/jabar/bandung



